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1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - 
Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822 ); 

2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4287 ); 

3. Undang-Undang Nomor 1 · Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 ); 

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

6. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kewenangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lemba1an Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); ,.... 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas 
maka perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Ketetapan Pajak 
Minimal Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Per1<otaan; 

a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusl Daerah, dimana mulai tanggal 1 
Januari 2014 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan 
(PBB-P2) dikelola oleh Pemerintah Daerah; 
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1. Daerah adalah Kabupaten Muna; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna; 
3. Bupati adalah Bupati Muna; 
4. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna; 
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas Pendapatan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna; 

Dalani Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
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8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234 ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah 
berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib 
Pajak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179 ); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan terakhir 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah 
Dinas dilingkungan Pemerintahan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun-, 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; , 

15. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok - Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2007 tentang 
Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 01 Tahun 2014 tentang 
· Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 
Muna Tahun Anggaran 2014. 



6. UPTD-PBB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pendapatan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah yang membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan PBB; 

7. Kas Daerah adalah Bank yang di tunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Muna untuk memegang 
Kas Daerah; 

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 
terutang oleh orang pribadi atau Badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepeluan Daerah 
bagi sebesar- besamya kemakmuran rakyat; 

9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah 
kota; 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas Bumi dan/atau 
Bangunan Yang dimlliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Sadan 
kecuali kawasan Yang digunakan untuk kegi~tan usaha Perkebunan ,Perhutanan dan 
,:>ertambangan; 

11. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima dan 
menatausahakan setoran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

12. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek 
Pajak; 

13. Bumi adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh 
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, 
perhutanan, dan pertambangan; 

14. Bangunan adalah konstruksi teknik yag ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah 
dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut; 

15. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek 
Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi 
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau 
memperoleh manfaat atas Bangunan; 

16. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan 
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas 
bumi dan/atau memperoleh mantaat atas bumi, dan/atau memiliki , menguasai, dan/atau 
memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak; 

17. Surat Pemberitauan Objek Pajak, yang selanjutnya di singkat SPOP adalah surat yang 
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi an Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah; 

18. Lampiran Surat Pemberitauan Objek Pajak, yang selanjutnya di singkat LSPOP adalah 
lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP; 

19. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rats.yanq diperoleh 
dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksl jual beli, 
Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang 
sejenis,atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti; 

20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
yang selanjutnya disingkat SPPT PBB adalah surat yang digunakan untuk 
memberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 
terutang kepada wajib pajak; 

21. Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat STBP 
PBB adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan; 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak 
yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terutang; 

23. Tim Pemungut PBB Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Tim Pemungut adalah 
Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Dinas untuk melakukan aktivitas pemungut pajak; 
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Muna. 
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Ketetapan Pajak Minimal:. Bumi · dan B~ngunan · . Sektor Perdesaan : dan · Per~~t~~~i 
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